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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 
 

 
NOMOR : 78                     2021                SERI : A 

 

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
     NOMOR 78 TAHUN 2021017 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kota Bekasi Nomor    Tahun 2021 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang  

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3663); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  8.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Invetasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

  17.  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  62 tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

  18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

  19.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2007), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bekasi Tahun 2015); 

  20.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Nomor 16 Tahun 2021); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Bekasi. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit 

anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar 
Rp6.124.045.828.498,00 bertambah sebesar Rp338.169.062.364,00 Sehingga 
menjadi Rp6.462.214.890.862,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah   
1. Semula       Rp5.909.045.828.498,00 

2. Berkurang       Rp  (223.354.157.490,00) 
Jumlah Pendapatan Daerah                                      Rp5.685.691.671.008,00 
setelah perubahan   

b. Belanja Daerah   
1. Semula Rp6.113.945.828.498,00 
2. Bertambah Rp   335.669.062.364,00 

Jumlah Belanja Daerah   Rp6.449.614.890.862,00 
setelah perubahan      

  21.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Nomor Tahun 2021). 
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c. Pembiayaan Daerah:  
1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula           Rp215.000.000.000,00 

b) Bertambah                                                            Rp561.523.219.854,00 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan       Rp776.523.219.854,00 
setelah perubahan           

  2. Pengeluaran Pembiayaan 
a) Semula             Rp10.100.000.000,00 

b) Bertambah       Rp  2.500.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan         Rp12.600.000.000,00 
setelah perubahan                           

      Jumlah pembiayaan netto        Rp763.923.219.854,00 
   setelah perubahan         

Sisa lebih/(kurang) pembiayaan      Rp0,00 
Anggaran tahun berkenaan :  

                               
Pasal  3 

Uraian lebih lanjut atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, 

yang terdiri atas: 

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi 
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 
b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, 

objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;  
c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

hibah; 
d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial; 

e Lampiran V : Rincian alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang 
diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan; 

f Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

e. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 
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f. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan 
pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas 

bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 
rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

g. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

h. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan 

dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 

Ditetapkan  di  Bekasi 
pada tanggal 26 Oktober 2021   

WALI KOTA BEKASI, 

 
           Ttd/Cap 
 

 

RAHMAT EFFENDI 
Diundangkan  di  Bekasi 

pada  tanggal   26 Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 

 

Ttd/Cap 
RENY HENDRAWATI 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 78 SERI A 


